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TDNTANG
PTMBINTUK N TIM KOORDIN SI STR TDGIS I SII,ITASI PERENCANAAN PENDANAAN

PROYEK INIR S'IRUKTUR KON'K]VMAS DAN SOSIAI,

Menteri Perencanaan Pembrngunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MI-JN'I'I]RI |XRI]NCAI\"LA-NI PTMI]ANGI]N N NASIONAI,,/
KDPAI,A I],{T)AN Pl'RTNCANAAN PT]MI]ANGLINAN NASIONT\I,.

Meninlbang : a

b

Bahwa dalam mngka nlendorong iflrplenlentasi perencanaan

KerjasanLt Pemerintah (lengan Badan Usaha (KPBU) untuk
infrastruktur konektivitas dan sosial, pellu diberikan fasilitasi
perencanaan pendanaan kepada kenlenteria 11/ lefiba3,a / kepala
daerah;

bahwa dalan langka pemberian fasilitasi perencanaan pendanaan

sebagaimana dinraksud dalanr huruf a, perlu dilakukan koordinasi
fasilitasi pereflcanaan pendanaafl proyek infrastruktur koneldivifas
dan sosial dengan kenlenterian/lembaSa/peme ntah daeMh terkait;

bahwa berdasarkan pertiinbangan sebagainrana dimaksud dalam

huruf a dan b perlu nrenrbentuk Tiirr Koordinasi strategis Fasilitasi

Perencanaall Pendanaan Proyek fulfrastruktur Konektivitas dan

Sosial:

bahwa pejabat dan peSawai yang nananya lercantunr dslaln
Laftpiran Keputusan irri dianggap rranlpu dan memenuhi
persyaralall untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSgota
'I'im Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanazn Pendanaan Proyek

lrlflastrukiur Koflektivitas dan Sosial;

UndalrS-Undang N*omor I5 Tah]lj., 2Ol7 tenta[3 An8Saran

Pendapatzn dan Belanja NeSara Tahun An:garafl 2018 (I.l-fibaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tafibahatl
Lembaran Ncgara Republik Indoflesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2013 tentanS Tata Cara

Pelaksanaan An8gara dan Belanja Negara;
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Peraturan t'residen Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrSanisasi
Kenle[leriall Negara;

Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pelencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahrm 2015 tentaflg Badan

Perercanaan Pelnbangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dcnSan Peraturan Presiden Nonlor 20 Tahun 2016;

PeratuBtr Merlteri Pererlcanaan Pernbarlgunan Nasional/
Kepala Badan Pcrcncanaan Penlbangunan Nasional Noltor 4 Tahun
2016 tentanS organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasior'lal/tladan Perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana tclah diubah delrgan Peraturan Menter'i Perencanaan

Penlbangunan Nasional/Kepala Badan I'erencanaan PembanSunafl
Nasiorlal Nomoi 6 Tahulr 2017:

Peraturan Meflteri Pererlcanaan I'ernbangunall Nasional/
Kepala Badafl Perelrcanaan Pembangunafl N"asional Nonror 5 Tahun
201 6 tentang Perencanaan, Pelaksanaafl, Pclaporan, Pemantauan

dan Evaluasi Kcgiafan dan An&iaran;

Menlbentuk Tim Koordinasi Strategis lasilitasi Perencanaan Pefldanaail

Proyek lnfrastruktur Konektivitas dan Sosial untuk selanjutnya dis€but

Tim Fasilitasi Infuastruktur Konektiviias dal1 Sosial, dengan susunan

kean8Sotaan sebagaimana tercantul[ dalalr Laftpiran Keputusan ini.

Tim Fasilitllsi Infrastruktur Koncktivitas dan sostal terdiri atas Tim

Pengarah, PenanggungJawab, Titl Pelaksara dan Tenaga Pefldukun8.

Tinr Pengarah beltugas nemberikan arahan kebijakan, nrerUiawasi,

membimbirl8, dafl nlenraniau kerllajuafl dan memberi saran pemecahan

alas perrrusalahan pelaksaflaan keSiatan.

Penanggung Jawab bertugas mcnlberikan arahafl kebijakan, menSawasi,

membimbing, memantau dan bedanSSuflSiawab atas tugas Tim Pelaksana

dalan pelaksanaan kegiatan.

Tiln Pelaksana beltugas:

a. melnbuat jadwal selta rcncana keda Tim Fasilitasi Infiastruktur
Konekfivitas dan Sosial;

MEMUTUSKAN:
KEPIITIISAN Mf,NTIRI PERENCANAAN PI,MBANGUNAN

NASIONAL,/KIPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRAfiGIS FASILTTAST

PERENCANAAN PENDANAAN PROYEK INFRAS'IIUKruR KONEKI'IVN'AS

DAN SOSIAL.
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KETLIUH

KEDEI,APAN

salinan ses aidengan aslinya
Kcpala Biro Hukum,

b. nelakukafl koordinasi upaya perencanaan pendanaan proyek-
proyek inflastruktur konektivitas dafl sosial yang akan dilaksanakan
denSan skenu KPBU denSan kementerian/lembaga/pemerintah
daerah terkait;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan

tenaga ahli Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek lnftastruktur
Konektivitas dan Sosial;

d. melakukan diskusi dan brai$toming detgan narasumber ahli dan
stakeholde$ terkatt baik secara internal maupuan eksternal;

e. nlelrlpersiapkan dan menyusun bahail rApat;dan

f. melaporkarl hasil pelaksanaan kegiahn kepada l'inr PenSarah.

TenaSa Pendukung bertugas:

a. fteftbarltu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalanl penSumpulan

datan dan infbrmasi: dan

b. melakukan iugas kesekr€tariafan dan tugas lain yanS diberikan oleh

Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Fasilitasi Infrustruktur Konektivitas dan Sosial dibebankan pada Angg ra
Pendapatan dan Belanja NeSara Ketl1enteri4ll PPN/Bappenas Tahun
An:garan 2018.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

lar.gqial 2 J a,d.uati 20 1 8.

L)itetapkltl .li.lakaIta
pada ianl€.rI 26 April 201E

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANA N PEMBANGUNAN NASIONAI,

BAMBANG P.S. BRODJONXGORO

trd

22/
RR. Rita Erawati

KEEN/uM
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ST]StJNAN KIANCCO'IAAN
]IM KOORDINASI S'IXA'I'I]CIS }'ASII,ITASI P}IRDNCANAAN PINDANAAN PROYEK

INFLA.STRUKIUR KONIK'I]VII AS D N SOSIAL

C. TIM fELAKSANA
Kefua

'I'IM PENGARAH

Ketua

Arggota

B. PENANCGUNGJAWAB

A,lenteri t't'N,/Kepala Bappenas.

t. Sckr'etalis Kenrerlterian I'PN/Sekretalis
LItalna Bappcnlts;

2. Depuli Bidang Ekonon , Kcmcfltcriar]
PPN/Bappenas;

lJ. Deputi Bidang Pemlrangunan Manusia,
Mlsyaraka{. dan Kebudayaaan,
Kenrenter-i4r PPN/Bappenas:

4. Deputi tsi.lang l'elrgembangan Regional,
Kcl1renterian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Sarana dail Prasarana,
Kemente anPPN/Bappenas.

Dilektlrr Kerj4sama Pemerinlah Slvdsla dan
Rancarl.ri Bangun, Kclncntcliarr PPN/Bappelras.

Reghi t'edana, SI I, LIM, Kemerltelian t't'N/
Bappcnas.

1. Kepala Biro ferencdnaan dan Ai1:garar,
Kenlentelian Kcsehata11;

l. trcl'dI Plrsil Pcn'hiaraar dan .larrtinatr
Kesehatan, Kenlenterian Kesehatan;

3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kerllelltei-ian Kesehatan;

.1. Dilektur Perdagarr8an, lnvestasi dan
Kerjasamd Ekonomi Intcrllasional,
Kenrenierian PPN/Bappel1asi

5. Direktur Keselutan dan Gizi Mas)'arakaf,
Kcnlerlferian PPN/tiappellas:

6. Dircktul PenSairan da11 lrigasi,
Ker e ierian PPN/Bappenas;

wakil Ketua

Anggota

7. Dl s. Andi


